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RUU Penyelenggaraan Pemilu

Voting Menggelinding di Parlpurna,

Konsistensi Parpol Terpeta

[JAKARTA] Pansus RUU
Pcmilu sudah menyiapkan
kemungkinan, bila musya-
warah dan mufakat tak ter-

' capai, maka pemilihan sua-

ra terbanyak (voting) dila-
kukan di rapat paripurna

DPR 20 Juli menyangkut -

lima paket isu krusial RUU
tersebut.

Kata Anggota Pansus
RUUJ Pemilu dari Fraksi
Golkar, Rambe
Kamarulzaman, dalam lobi
terakhir Pansus tadi malam
(13/7), disepakati akan me-
makai cara sesuai UU MD3
bila hendak voting.

“Nanti cara voting-nya
adalah dilakukan sccara
terbuka, dan one man one
vote. Itu sudah disepakati,”
kata Rambe, Jumat (14/7). °

Dia menegaskan, pi-
haknya tak khawatir apabi-
la jalan voting dilaksana-
kan. Diyakininya, voting
secara individu anggota
dewan itu takkan mengge-
rus suara anggota masing
-masing fraksi yang berada
di sisi Pemerintah seperti
Golkar, PDI-P, Nasdem,
Hanura, dan PPP. -

Menurut dia, anggota
fraksi-fraksi itu takkan
mungkin memilih pilihan
berbeda dengan pilihan firak-
s1 yang sejalan dengan pilih-
an Pemerintah. Sebab para
anggota fraksi pasti akan
berdisiplin serta beretika.

“Kami yakin anggota
kami berdisiplin dan bereti-
ka. Kalaupun one man one
vote, ya kan ada disiplin
itu. Tak ada sikap pribadi
dalam konteks isu RUU
Pemilu seperti ini,” kata
Rambe.

Menteri Dalam
Senayan, Jakarta,
mengenai lima pal

ncnygaskan key
kinan dirinya bahwa pihak-
nya akan mayoritas bila dia-
dakan voting di paripurna
20 Juli. Sejauh ini, fraksi
yang jelas-jelas sejalan de-
ngan pemerintah dan berko-
alisi memilih Paket A dari
lima paket yang disiapkan

adalah berjumlah lima. _

Yakni PDI-P (109 kursi),
Golkar (91), PPP (39),
Nasdem (36), dan Hanura
(16). Ditotal jumlah anggo-
tanya adalah 291. Scmentara
total jumlah anggota dewan
bila semuanya hadir adalah
560 orang.

“Yang penting kesepa-
katan kami, lima fraksi su-
dah tegas paket A. Fraksi
lain, ya kita coba dulu usa-

“hakan musyawarah dan

mufakat.” katanya.
Ada lima opsi paket

~ yang akan dib
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apat Pansus RUU Pemilu di Kompleks Parlemen,
at kerja tersebut mengagendakan pengambilan keputusan

‘Rap
ial dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.

untuk
ma isu
Kkrusial. Kelima paket itu
adalah sebagai berikut:
Paket perrama dengan
presidential threshold
(Pres-T) 20-25%; parlia-
mentary threshold (P'1') 4
persen, sistem pemilu ter-

buka, sebaran kursi daerah

pemilihan (dapil) 3-10; dan
metode konversi suara
Sainte Lague murni.

Paket kedwua, isinya
Pres-T 0%; PT 4%:; sistem
pemilu terbuka, sebaran 3-
10 kursi per dapil; metode
kuota hare.

Paket ketiga, Pres-T 10-
15%: PT 4%, sistem pemi-
lu terbuka; sebaran lkursi 3-
10; metode kuota hare.

Paket keempat, Pres-T
10-15%; PT 5%; sistem pe-
milu terbuka; sebaran kursi
3-8; metode Sainte Lague
murni.

Paket kelima, Pres-1" 20-
25%; PT 3,5%; sistcm pc-
milu terbuka; sebaran kursi
3-10; metode kuota hare.

UU Lama

Ketua Pansus RUU
Pemila Lukman Edy menga-
takan, mekanisme pengam-
bilan keputusan terhadap isu
krusial RUU Pemilu sudah
tidak memungkinkan kem-
bali ke UU lama. Scbab,
apabila ingin menggunakan
ULJ lama maka pasal-pasal
dan format dalam RUU
Pemilu harus diganti.

Menurut Lukman Edy,
UU Pemilu nantinya meru-
pakan penyatuan tiga UU,
yakni Penyelenggara
Pemilu, Pemilu Presiden
dan Pemilu Legislatif’-

“Kalau pemerintah hen-
dak kembali ke UU lama
maka pasal demi pasal di-
ganti. Ini kan Pemilu seren-
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tak schingga formatnya ha-

rus diganti juga,” katanya,
Sabtu (15/7). 3

[a menjelaskan, bila
menggunakan UU lama
maka tahapan-tahapan pe-
milu yang ada berbeda pa-
da setiap UU.-Sehingga,
tak relevan jika digunakan
pada Pemilu 2019 dimana

Pilpres dan Pileg dlldkbd—_

nakan serentak.

Oleh karena itu, peme-

rintah mau tidak mau me-
nyctujui salah satu opsi
paket isu krusial RUU
Pemilu pada rapat paripur-
na, Kamis (20/7) menda-
tang. Lukman berpandang-

an pemerintah tak perlu

pesimistis usulannya tidak
diakomodir.

Sekjen Partai Gerindra
Ahmad Muzani mengata-
kan, sikap pemerintah soal
ambang batas pencalonan
presiden 20% bertujuan
menjegal calon presiden
tertentus Untuk itu,

-Crermdla tetap konsmten
~agar ambang batas penca-

lonan presiden dihapuskan.
Partai Gerindra, kata
Muzani, telah berkomuni-
kasi dengan fraksi-fraksi la-
in agar usulan tersebut dise-
pakati. Dia juga berharap
pengambilan keputusan 5
paket isu krusial diputuskan
tanpa voting. [MJS/H1-14]
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